
 

 

 

Visi Jeneponto : 
"Jeneponto SMART 2023" 

(BerdayaSaing, Maju, 
Religius dan Berkelanjutan) 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah (Nilai Sakip 

Perangkat Daerah B) 

Tersedianya Laporan 
Administrasi, 

Dokumen 
Penrencanaan dan 

Penganggaran 
(Persentase 

ketersediaan Laporan 
Administras, 

Perencanaan dan 
Penganggaran 100% 

1. Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

2. Jumlah Laporan 
Administrasi 

kueangan Perangkat 
Daerah 

3. Jumlah Laporan 
Administrasi Barang 

Milik Daerah 
Perangkat Daerah  

Tersedianya 
Pegawai yang 

mengiuti Diklat 
(Persentase ASN 
yang meningkat 
Kompetensinya 

100% 

1. Jumlah 
Laporan 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 

Penunjang 
Perangkat Daerah 

(Persentase 
Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana 
Penunjang 

Perangkat Daerah 
100%) 

1. Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah  

2. Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

3. Jumlah Barang 
Milik Daerah yang 

dipelihara 

Meningkatnya 
Pengendalian Penduduk 

dan Kualitas Keluarga 

Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga     
1.Menurunkan Angka Kelahiran                                                      

2.Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

1. Tersedinaya 
Laporan 

Pendataan 
Keluarga (Cakupan 
Penyediaan data 
mikro keluarga di 

setiap desa) 

1. Jumlah 
Laporan hasil 

Pendataan 
Keluarga. 

2. Jumlah 
PKB/PLKB yang 
didayagunakan 

1.Terlaksananya 
advokasi, komunikasi, 
informasi dan edukasi 

(KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal. 

2.Persentase 
pendayagunaan tenaga 
penyuluh KB/Petugas 

Lapangan Keluarga 
Berencana (PKB/PLKB) 

1. Jumlah 
Balai/KBUPT yang 
mendapat biaya 

operasional 

2. Persentase 
PKB/PLKB yangdi 

dayagunakan 

1. Terlaksananya Pengendalian 
dan Pendistribusian Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di 
daerah Kabupaten/Kota. 

2.Terselenggaranya 
Pemeberdayaan dan 

Peningkatan peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan ber-KB 

 

1. Jumlah Faskes 
yang mendapatkan 
distribusi alat dan 
obat kontrasepsi 

2. jumlah 
balai/UPTKB yang 

mendapatkan 
biaya operasional 

penggerakan di 
kampung KB 

1. Terlaksananya 
Pembangunan 

Keluarga melalui 
Pembinaan 

Ketahanan dan 
Kesejahteraan 

Keluarga 

1. Jumlah jenis 
pelaksanaan 
pembinaan 

ketahanan dan 
kesejahteraan 

keluarga 

SASARAN 

BUPATI 

SASARAN 

KEPALA DINAS 

SASARAN 

BIDANG 

SASARAN  

SUBAG / 

INDIVIDU 

POHON KINERJA 


